BAB IV

ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO LINKAGE PROGRAM

A. Analisis Implementasi Linkage Program Pola Executing

POLA EXECUTING AKAD MUDHARABAH

Panduan tentang pelaksanaan pembiayaan linkage program telah diatur

dan dirumuskan pada Generic Model Linkage Program yang disusun oleh

Avrsitektur Perbankan Indonesia (API) seperti telah dipaparkan pada landasan

teori pada BAB II.

Secara garis besar pelaksanaan linkage program pola executing pada

Bank Muamalat Indonesia telah mengacu dan sesuai dengan rumusan yang

dibuat oleh API. Berikut beberapa aspek pokok yang menjadi garis besar

pelaksanaan linkage program pola executing :

1. Dari segi target pasar linkage program

yang disusun oleh API

diperuntukkan bagi BPRS dan Koperasi Syariah. Bank Muamalat

Indonesia telah efektif menyasar kedua lembaga tersebut dalam

menyalurkan pembiayaan linkage porgram pada lembaga keuangan yang

dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada tabel posisi pembiayaan, pada tabel

tersebut dipaparkan outstanding pembiayaan Koperasi dan BPRS.

PEMBIAYAAN TOTAL o
n KOPKAR n BPRS n PEMBIAYAAN OS PEMBIAYAAN 0
20 17.375.643.233 | 14 | 4.546.860.217 | 34 21.922.503.450 518.528.309.612 | 4,22%
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2. Linkage program yang dijalankan oleh bank syariah dipersyaratkan
hanya disalurkan pada LKM yang juga berbasis syariah. Dari hasil
wawancara tentang persyaratan tersebut yang dipaparkan BAB I,
diperoleh keterangan bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia akan
membantu proses perubahan LKM menjadi LKMS. Melihat hal ini
membuktikan keseriusan pihak Bank Muamalat Indonesia dalam
menjalankan operasional bisnisnya agar selaras dengan prinsip syariah.
Selain itu dengan langkah strategis tersebut pasar yang bisa dirangkul
oleh Bank Muamalat Indonesia akan lebih luas.

3. Pada pola executing, bank syariah memberikan pembiayaan kepada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk diteruskan kepada end
user. Dalam pelaksanaannya Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai
dengan regulasi yang ada. Pola executing juga sudah dilaksanakan
dengan semestinya, hubungan hukum Bank Muamalat Indonesia hanya
dengan LKMS dan pengelolaan pembiayaan kepada end user sepenuhnya
adalah kewenangan LKMS. Hal tersebut juga selaras dengan akad yang
digunakan yakni akad mudharabah.

4. Dalam menyalurkan pembiayaan persyaratan agunan menjadi hal yang
mutlak sebagai second way-out sebuah pembiayaan. Bank Muamalat
Indonesia mempersyaratkan agunan berupa cessie piutang dan fix asset
dengan nilai 50% dari nilai plafon pembiayaan. Persyaratan 50% fix asset
yang mempertimbangkan keterbatasan fix asset yang dimiliki LKMS

seperti yang dijelaskan pada BAB 11l “pada umumnya lembaga keuangan
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tidak banyak memiliki fix asset melainkan lembaga keuangan lebih
mengoptimalkan dananya pada aktiva produktif seperti pembiayaan”, hal
ini menunjukkan manajemen Bank Muamalat Indonesia lebih fleksibel
dalam menentukan kebijakan. Meskipun terlihat fleksibel pihak
manajemen tetap memperhitungkan kemampuan coverage jaminan
tersebut. Hal tesebut dibuktikan dengan perhitungan nilai jaminan yang
dipaparkan pada BAB I, bahwa nilai maksimal jaminan cessie hanya

bisa mengcover 50% pembiayaan, jika dengan tambahan jaminan 50%

fix asset maka kedua jaminan tersebut telah mengcover 100% dari nilai

pembiayaan.

Dari empat garis besar yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan
bahwa Implementasi linkage program pola executing pada Bank Muamalat
Indonesia telah sesuai dengan teori yang ada. Namun tidak menutup
kemungkinan terjadi modifikasi secara prosedur pembiayaan di waktu yang
akan datang karena perkembangan perbankan syariah yang semakin dinamis
dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel Posisi Pembiayaan Executing per November 2015

CABANG PEMBIAYAAN TOTAL %
/CAPEM N KOPKAR n BPRS n | PEMBIAYAAN OS PEMBIAYAAN
701 17 15.284.796.795 | 14 | 4.546.860.217 | 31 19.831.657.012 390.316.792.354 | 5,08%
703 1 1.462.134.196 1.462.134.193 19.595.683.318 | 7,46%
704 - - - 41.109.111.537 | 0,00%
705 1 128.321.000 128.321.000 29.667.418.732 | 0,43%
706 1 500.391.243 500.391.243 27.957.303.669 | 1,79%
707 - - - 9.882.000.000 | 0,00%
TOTAL 20 17.375.643.233 | 14 | 4.546.860.217 | 34 21.922.503.450 518.528.309.612 | 4,22%
CABANG KOLEKTABILITAS
/ICAPEM 1 2 5
701 7.218.414.698 11.569.423.795 1.043.818.518
703 1.462.134.193
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704
705 128.321.000
706 500.391.243
707
TOTAL 9.309.261.135 11.569.423.795 1.043.818.518

Jika melihat tabel data pembiayaan linkage program pola executing pada

Bank Muamalat Indonesia yang telah dipaparkan dapat kita jabarkan dalam

beberapa penjelasan sebagai berikut :

Total pembiayaan linkage program terhadap total outstanding
pembiayaan Bank Muamalat Indonesia adalah 4,22%. Angka yang cukup
kecil dan tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi posisi
pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KC Darmo secara keseluruhan.
Dari data tabel kualitas pembiayaan total pembiayaan macet atau
kolektabilitas 5 linkage program pola executing adalah 1.043.818.518,
jika angka itu dibandingkan dengan total outstanding portofolio
pembiayaan secara keseluruhan yang jumlahnya 518.528.309.612, maka
akan diperoleh angka 0,2% yang menggambarkan kontribusi pembiayaan
bermasalah dari linkage program pola executing tidak terlalu signifikan
terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia KC Darmo secara keseluruhan.

Penjelasan diatas melihat dari sudut pandang perbandingkan total
pembiayaan linkage program pola executing dengan outstanding
portofolio pembiayaan secara keseluruhan. Namun jika dilihat dari
lingkup data linkage program lalu kita membandingkan total pembiayaan
bermasalah dengan total pembiayaan linkage program, maka presentase

pembiayaan bermasalah adalah
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1.043.818.518
21.922.503.450

x100% = 4,76%

Angka pembiayaan bermasalah yang mencapai 4,76% menunjukkan
tingkat risiko pembiayaan cukup tinggi dan dibutuhkan suatu evaluasi
terhadap kinerja para pegawai, apakah para pegawai telah melaksanakan
operasioanal pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
telah ditetapkan perusahaan. Hal ini untuk mengetahui, apakah faktor
internal atau eksternal yang menjadi penyebab dari adanya pembiayaan
macet tersebut. Jika dilihat pada total pembiayaan pada tabel posisi
pembiayaan yang ada pada BAB Ill pembiayaan linkage program pola
executing di Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh Koperasi
Karyawan (KOPKAR), maka dapat dipastikan nasabah end user
mempunyai pendapatan tetap (fix income). Jadi kemungkinan terbesar
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah tindakan side

streaming yang dilakukan oleh executing agent dalam hal ini KOPKAR.

B. Analisis Strategi Manajemen Risiko Linkage Program pola Executing
Pengelolaan risiko pada Bank Muamalat Indonesia secara umum telah
sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui
Peraturan Bank Indonesia N0.13/23/PBI1/2011 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Muamalat
mengelola seluruh aspek risiko inheren yang terdiri dari risiko kredit, risiko

likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan,



88

risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil, dan risiko investasi risiko
seperti telah dijelaskan pada BAB IllI.

Dari segi struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia telah membentuk
devisi manajemen risiko yang terdiri dari lima bagian dengan jobdesc yang
sangat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Bank Muamalat
Indonesia sangat serius dalam pengelolaan risiko. Dengan adanya
pengelolaan risiko yang telah terstruktur dalam setiap devisi yang dibentuk,
maka penanganan risiko yang muncul akan menjadi lebih fokus dan terarah
sehingga terjadi keseimbangan antara operasional bisnis bank dan
pengelolaan risiko yang dihadapi.

Kerangka kerja manajemen risiko yang telah dijelaskan pada BAB llI
menjadi rumusan yang sangat penting dalam pengendalian risiko yang
diinginkan Bank Muamalat Indonesia. Mengingat seluruh kegiatan bisnis
tidak akan lepas dari jeratan risiko, Bank Muamalat Indonesia telah
melakukan tindakan yang Dbersifat antisipatif dengan melakukan semua
tahapan manajemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran risiko,
pemantauan dan pengendalian risiko seperti yang telah dirumuskan dalam
kerangka kerja manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia dengan segala
aspek pendukungnya. Proses tahapan manajemen risiko tersebut telah
dirumuskan pada prosedur umum pembiayaan seperti dijabarkan pada BAB
1.

Dalam menjalankan operasional bisnis idealnya tidak ada Bank atau

lembaga keuangan manapun yang menginginkan adanya pembiayaan
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bermasalah. Menjadi hal yang mustahil jika ingin menghilangkan risiko

dititik 0%, namun tindakan yang sangat masuk akal dan bijaksana adalah

mengendalikan risiko yang ada pada tingkat yang wajar seperti yang

dilakukan Bank Muamalat Indonesia dengan menetapkan risk appetite atau

tingkat risiko maksimal yang dapat diterima oleh Bank sebagai panduan

dalam melakukan kegiatan operasional Bank sehingga risiko dari kegiatan

operasional tersebut dapat dikendalikan dalam kisaran tingkat risiko yang

dapat diterima.

1.

Risiko Pembiayaan

Pengelolaan risiko pembiayaan menjadi elemen yang sangat penting
dalam menjaga kualitas pembiayaan. Bank Muamalat melakukan
pengendalian risiko pembiayaan secara menyeluruh dalam beberapa
tahapan mulai dari inisiasi sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.
Hal ini sudah diatur secara jelas dan rinci pada prosedur umum
pembiayaan yang telah dijelaskan pada BAB III.

Pada BAB Il juga ditemukan data bahwa Bank Muamalat Indonesia
menerapkan konsep four eye principle seperti teori yang telah dijelaskan
pada BAB Il. Dengan penerapan four eye principle akan didapatkan
keputusan pemberian pembiayaan yang bersifat objektif dan independen,
sehingga kualitas pembiayaan terjaga dari awal hingga akhir masa

pembiayaan.
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Selain penekanan pada analisa awal dan prinsip keputusan
pemberian pembiayaan yang dituangkan dalam surat persetujuan prinsip
pembiayaan (SP3) hal yang tidak kalah penting adalah maintenance
(pemeliharaan) pembiayaan harus terus dilakukan, mengingat faktor-
faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa sangat dinamis
seperti faktor-faktor yang dijelaskan pada BAB II.

Dalam pembiayaan linkage program pola executing ini maintenance
yang bisa dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada nasabah end user
hanya bisa dilakukan di awal pengajuan pembiayaan. Secara garis besar
hal yang dapat dilakukan adalah meneliti dan mempelajari kelengkapan
dan keabsahan dokumen end user, pelaksanaan pemeriksaan dan
perkiraan nilai agunannya yang dilakukan secara random sampling dan ,
melakukan peninjauan ke tempat (on the spot) pada proses pencairan
pembiayaan pada end user seperti dijelaskan pada hasil wawancara pada
BAB Ill. Maintenance selanjutnya Bank Muamalat Indonesia harus
mengintensifkan pengawasan terhadap kedisiplinan LKMS dalam
pengelolaan dana yang telah diberikan. Setelah akad pembiayaan
hubungan hukum Bank Muamalat Indonesia hanya dengan LKMS saja
dan tidak memiliki hak untuk mengawasi kinerja end user karena pada
kosepnya pengelolaan seluruh dana yang diberikan sepenuhnya adalah
kewajiban pihak LKMS mengingat pembiayaan ini menggunakan prinsip

mudharababh.
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Disamping penjelasan tentang risiko pembiayaan diatas, terdapat
keunikan dalam penerapan akad mudharabah pada pembiayaan ini.
Idealnya pembiayaan yang menggunakan prinsip akad mudharabah
memunculkan risiko pembiayaan yang berkaitan dengan risiko bagi hasil.
Namun hal itu tidak berlaku pada pembiayaan linkage program pola
executing yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, risiko tersebut
telah diantisipasi dengan mempersyaratkan akad dalam penyaluran dana
dari LKMS kepada end user harus menggunakan akad murabahah. Dari
persyaratan tersebut secara konseptual marjin murabahah telah bisa
disepakati di awal dengan begitu Bank Muamalat Indonesia telah bisa
menghitung expected return yang diperoleh dari pembiayaan ini tanpa
mempertimbankan risiko bagi hasil yang bersifat fluktuatif.

. Risiko Operasional

Seperti telah dijelaskan pada BAB Il bahwa risiko operasional
merupakan kerugian yang ditimbulkan dari ketidak fungsian aspek
operasional yang disebabkan oleh human eror maupun kesalahan fungsi
internal maupun eksternal yang berpengaruh pada operasional bank.

Dalam pembiayaan linkage program unit bisnis khusunya Account
Manager (AM) sebagai lini pertama dari proses manajemen risiko harus
menghadapi dua pihak sekaligus yakni LKMS dan nasabah end user
yang terdiri dari banyak orang. Hal ini menimbulkan beban yang cukup
berat dalam pekerjaan AM, beban tersebut berpotensi menimbulkan

human eror dalam proses analisa. Dalam hasil wawancara pada BAB llI
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didapatkan data bahwa pengecekan validitas data nasabah end user hanya
dilakukan secara random sampling, data tersebut menunjukkan bahwa
risiko operasional dalam pembiayaan ini masih memiliki celah yang
cukup lebar untuk menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Untuk mengatasi masalah yang muncul dalam risiko operasional
tersebut manajemen Bank Muamalat Indonesia harus menambah jumlah
AM untuk proses pembiayaan linkage program atau dengan solusi lain
dengan memanfaatkan jasa Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP)
independen khususnya untuk pengecekan standar jaminan nasabah end
user, namun solusi ini juga memiliki konsekuensi biaya yang cukup
tinggi.

. Risiko Strategik

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko
strategis yang muncul dari pembiayaan linkage program pola executing
ini disebabkan karakter executing yang melekat pada akad mudharabah,
jika menggunakkan akad mudharabah maka secara otomatis Bank
Muamalat tidak bisa menerapkan beberapa keputusan strategis tentang
pembiayaan kepada end user. Dengan begitu pihak Bank akan
mengalami kesulitan untuk melakukan maintenance pembiayaan jika

terjadi perubahan iklim/lingkungan bisnis.
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Bank Muamalat Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan
menentukan kriteria usaha yang dapat dibiayai dari dana pembiayaan
linkage program pola executing. Pada tahap inisiasi pembiayaan yang
dijelaskan pada BAB 111 Kriteria usaha yang bisa dibiayai harus memiliki
prospek yang bagus dan memiliki iklim usaha yang stabil dilihat dari

kondisi usaha selama tiga tahun terakhir.

. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas
dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jika melihat
data outstanding pembiayaan linkage program pola Executing yang
dipaparkan pada BAB Il dapat diambil kesimpulan linkage program
belum terlalu menjadi masalah yang kompleks terhadap risiko likuiditas
Bank Muamalat Indonesia KC Darmo, mengingat porsinya yang hanya
4,22% dari seluruh portofolio pembiayaan dan angka pembiayaan
bermasalah linkage program pola executing terhadap total portofolio
pembiayaan hanya sebesar 0,2%.

Pengelolaan likuiditas sangat penting karena kekurangan likuiditas
bukan saja dapat mengganggu Bank namun juga sistem perbankan secara
keseluruhan. Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan fungsi ALCO

(Asset and Liability Comitee) sebagai pengontrol manajemen risiko
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likuiditas dan memastikan Bank Muamalat telah memenuhi syarat

likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya
kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum yang dihadapi dalam
pembiayaan linkage program pola executing adalah pada pembebanan
jaminan pembiayaan berupa cessie piutang. Seperti dijelaskan pada BAB
Il bahwa risiko yang muncul pada jaminan berupa cessie dikarenakan
nilainya yang selalu berubah seiring dengan pembayaran yang dilakukan
oleh cessius (debitur end user) kepada cedent (LKMS).

Dari risiko yang telah dijabarkan dapat memunculkan potensi
masalah berupa ketidak sesuaian nilai cessie yang tertera dalam akta dan
nilai yang sebenarnya, hal itu merupakan kelemahan aspek yuridis dan
akan mempersulit ketika Bank ingin melakukan eksekusi jaminan.

Hal tersebut diperkuat dengan data hasil wawancara yang dilakukan
penulis dengan Ibu Hayuris Pranindiar :

“Masalah eksekusi jaminan fidusia cessie piutang Bank Muamalat
sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami adalah selain
nilainya yg berubah-ubah, eksekusi jaminan berupa cessie
memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan nilai jaminan
yang akan dieksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut jika
wanprestasi dilakukan end user, hal yang dilakukan adalah
menuntut pertanggung jawaban dari pihak LKMS untuk menjual
jaminan tambahan end user yang dijaminkan pada LKMS”

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan

tentang jaminan cessie ini belum memiliki solusi yang efektif dan konkrit

dalam penyelesaiannya.
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Solusi lain untuk mengatasi masalah tersebut adalah terus
memperbaharui akta fidusia piutang dengan cara mendaftarkan ulang
pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) secara berkala untuk merubah
nilai cessie piutang tersebut. Solusi lain adalah dengan mencari alternatif

jaminan lain berupa fix asset.

Seluruh tahapan strategi manajemen risiko yang telah dirumuskan Bank
Muamalat Indonesia merupakan salah satu implementasi dari prinsip kehati-
hatian yang merupakan salah satu prinsip dasar pelaksanaan operasional

perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :

> .

P
..... 08 Lo 136 [t (6,36 G

Artinya : dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan diusahakannya besok (QS. Lugman : 34)!

Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam juga
mengenal manajemen risiko, ketidakpastian merupakan sunatullah dalam
melakukan usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Konsep
ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu motivasi penting
dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban bagi
setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan

mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil.

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005), 585



